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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan analisis dan penelitian yang dilakukan terhadap penerapan 

asas non-refoulement oleh Lebanon dalam memenuhi hak-hak pengungsi 

Suriah di Lebanon berdasarkan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 

1967, yaitu kebijakan Open Door Policy menimbulkan akibat masuknya 

pengungsi dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga menimbulkan 

kecemburuan sosial dan membebani pemerintah Lebanon. Lebanon yang 

merasa tidak mampu lagi menerima pengungsi akhirnya mengembalikan 

pengungsi Suriah. Dengan demikian, penerapan asas non-refoulement oleh 

Lebanon tidak berjalan dengan baik karena keputusan Lebanon untuk 

memulangkan pengungsi secara paksa bertentangan dengan asas non-

refoulement.  

 Pemenuhan hak-hak pengungsi Suriah di Lebanon diupayakan oleh 

Lebanon, berupa hak-hak dasar seperti hak untuk tidak diusir, hak atas 

pendidikan, hak atas pekerjaan, hak atas kesehatan, serta hak atas makanan dan 

bantuan dasar. Meskipun Lebanon berupaya untuk memenuhi hak-hak 

pengungsi Suriah di negaranya, namun kondisi Lebanon yang sedang dilanda 

krisis ekonomi membuat Lebanon tidak mampu lagi untuk memenuhi hak-hak 
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para pengungsi, sehingga hak-hak pengungsi Suriah di Lebanon tidak dapat 

dipenuhi secara maksimal. 

B. Saran 

Berdasarkan analisis dan penelitian mengenai penerapan asas non 

refoulement oleh Lebanon dalam menangani pengungsi Suriah di Lebanon 

berdasarkan Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 yaitu: 

1. Lebanon sebaiknya memperluas dan memperkuat hubungan kerja 

sama dengan negara-negara maju dan organisasi internasional agar 

dapat mewujudkan bantuan kemanusiaan untuk memenuhi 

kebutuhan dasar para pengungsi yang ada di negaranya; 

2. Lebanon sebaiknya membentuk undang-undang ataupun kebijakan 

terkait penanganan pengungsi di negara mereka agar masalah 

penanganan pengungsi di Lebanon memiliki dasar untuk bergantung 

pada suatu UU Nasional Lebanon, serta mengatur mengenai 

masalah kerja sama, penerimaan bantuan, dan pendanaan pengungsi 

dalam UU tersebut; 

3. Lebanon dapat mengajukan perjanjian kerja sama dengan negara-

negara anggota Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 

1967 yang mencakup segala hal mengenai pemindahan pengungsi 

ke negara ketiga, seperti jangka waktu pemindahan, jumlah 

pengungsi yang dapat dipindahkan, dan lain-lain, agar pemindahan 
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pengungsi ke negara ketiga yang aman dan layak dapat segera 

dilaksanakan. 
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